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Abstract. The provisions regarding the distribution of inheritance have been clearly 

explained in the Qur'an, namely QS. Annisa verse 11 which details the part of the boy 

and the girl is 2:1. Meanwhile, the division of inheritance using Customary Law is 

not determined by the amount of the share between men and women, but depends on 

the customary law system used. The community in Karangdawa Village, Margasari 

District, Tegal Regency in the distribution of their inheritance uses  the Sagendongan 

Sapikulan custom, which means that the male and female parts are 2:1. This study 

aims to find out the review of mawaris fiqh related to  the Sagendongan Sagendongan 

Sapikulan customary inheritance distribution system which occurred in Karangdawa 

Village, Margasari District, Tegal Regency. The researcher uses a qualitative method 

with an empirical normative approach. The type of research data used is Library data 

whose data is obtained from the field. The data sources in this study come from 

primary and secondary data. The data collection method used literature studies and 

interviews conducted with the people of Karangdawa Village, Margasari District, 

Tegal Regency. The results of this study show that the distribution of inheritance with 

the sapikulan sagendongan  custom carried out by the people of Karangdawa Village, 

Margasari District, Tegal Regency is in accordance with the Mawaris Fiqh Rules. 

Keywords: Inheritance, Customary Law, Mawaris Fiqh. 

Abstrak. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara jelas 

dalam Al-quran yaitu QS. Annisa ayat 11 yang merinci bagian anak laki-laki dan anak 

perempuan adalah 2:1. Sedangkan pembagian harta warisan menggunakan Hukum 

Adat tidak ditentukan besaran bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan 

tergantung dengan sistem hukum adat yang digunakan. Masyarakat di Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam pembagian harta 

warisannya menggunakan adat sapikulan sagendongan, yang artinya bagian laki-laki 

dan perempuan adalah 2:1. penelitian ini betujuan untuk mengetahui tinjauan fikih 

mawaris terkait sistem pembagian waris adat sapikulan sagendongan yang terjadi di 

Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Jenis data penelitian yang 

digunakan yaitu data Pustaka yang data-datanya diperoleh dari lapangan. Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan 

data menggunakan studi Pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat 

Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pembagian harta warisan dengan adat sapikulan sagendongan 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten 

Tegal sudah sesuai dengan Kaidah Fikih Mawaris. 

Kata Kunci: Harta Warisan, Hukum Adat, Fiqih Mawaris  
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A. Pendahuluan 

Kematian adalah sesuatu yang akan dialami dan dirasakan oleh setiap manusia. Namun, 

kematian bukanlah akhir dari kehidupan bagi umat Islam, melainkan kematian adalah langkah 

menuju kehidupan abadi yaitu akhirat. Baik seseorang meninggalkan harta dalam jumlah besar 

maupun kecil, harta tersebut biasanya diwariskan kepada ahli waris atau saudara kandung yang 

masih hidup tanpa memperhitungkan jenis kelamin, anak-anak atau orang dewasa. 

Hukum Islam mengatur berbagai norma, termasuk yang berkaitan dengan hubungan 

antar manusia. Salah satu hukum yang membahas tentang hubungan antar manusia ialah hukum 

waris. Hukum Islam mengatur permasalahan yang berkaitan dengan waris melalui ilmu faraidh, 

fiqih mawaris, dan hukum waris. Dalam Hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan semua 

berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan dalam 

Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam QS.Annisa ayat 7 yang berbunyi:  

فْرُوْضًا ا قلََّ مِنْهُ اوَْ كَثرََُۗ نَصِيْباً مَّ ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْْقْرَبوُْنَ مِمَّ مَّ ا ترََكَ الْوَالِدٰنِ وَالْْقَْرَبوُْنََۖ وَلِلنِِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِِّ مَّ جَالِ نَصِيْبٌ مِِّ  لِ لرِِّ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

dan bagi orang Wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-

nisa:7)(Departemen Agama RI, 2020). 

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai warisan karena berkaitan dengan harta benda 

yang jika tidak diwariskan dengan syarat-syarat tertentu niscaya akan menimbulkan perselisihan 

di antara para ahli warisnya.(I. Jauhari & Ali BaharT. Muhammad, 2021). Pentingnya 

kedudukan ilmu waris Islam digambarkan dalam Hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut: 

اءِض   ع لَّمُوات   ع لمُّوْه ا الْف ر  هُو   الْعِلْمِ  نِّصْفُ  ف اِنّهُ  الناّس   و  هُو   ينُْس   و  لُ  و  عُ  ش يْء   ا وَّ ينُْز   

( قطن والدر  ماجه ابن رواه ) 

“Pelajarilah al-Faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya Ilmu Faraidh itu 

setengahnya ilmu, dan ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali dilupakan, serta ilmu yang 

pertama kali akan di cabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah dan Daaru Qutni)(Mushthafa 
Muhammad Imarah, n.d.) 

 
Maksud Hadist tersebut adalah anjuran untuk mempelajari ilmu faraidh dan 

mengajarkannya karena ilmu faraidh setara dengan setengahnya ilmu namun ilmu tersebut yang 

pertama kali akan dilupakan oleh umat Islam.  

Istilah Warisan dalam Bahasa Arab biasa disebut Al-miirat yang merupakan bentuk 

masdar dari ungkapan Warisa-yaritsu-irtsan-miiratsan yang mengandung arti pemindahan 

sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain.(Ali Ash-

Shabuni, 1995). Sebaliknya, warisan dalam bahasa Indonesia paling sering disebut dengan harta 

pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk 

dibagikan kepada ahli warisnya.(Hasanudin, 2020). 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang 

mengatur pembagian hak milik atas harta warisan (tirkah) pewaris, untuk menetapkan siapa 

yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli 

warisnya.(Nusantara, 2021). Oleh karena dapat disimpulkan bahwa hukum waris menurut KHI 

ialah hukum yang mengatur siapa yang berhak mewarisi dan berapa besar bagian yang 

diterimanya 

Dalam hal membagi harta warisan, hukum adat menjadi salah satu pedoman hukum yang 

masih digunakan sebagai budaya masyarakat Indonesia untuk membagi warisan. Hukum waris 

adat meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan warisan, pewaris dan ahli waris, asas-asas dan 

sistem hukum warisan, serta proses di mana kepemilikan dan kendali atas warisan diwariskan dari 

pewaris kepada ahli waris berikutnya. (N. Jauhari, n.d.). Ciri dan sifat hukum waris adat di 

Indonesia berbeda dengan hukum Islam dan hukum Barat. Konsep pembagian waris adat lebih 

mengutamakan gotong royong untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, dan ketenteraman 

hidup. (Soetoto et al., 2021). 
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Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam yang 

berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam 

pembagian harta warisan. Misalnya, hukum waris Islam tentu harus menjadi landasan dalam 

penyelesaian masalah waris yang terjadi pada Masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun pada 

kenyataannya, sebagian besar masyarakat di Desa Karangdawa tidak menggunakan kaidah 

Hukum Islam dalam pembagiannya, melainkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

pembagian dengan cara adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun oleh para pendahulu 

mereka. Mayoritas masyarakat di Desa Karangdawa dalam membagi harta warisan menggunakan 

sistem adat sapikulan sagendongan dalam pembagiannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perspektif fiqih mawaris terhadap sistem pembagian harta warisan adat 

sapikulan sagendongan yang ada di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. 

Penelitian ini menggunakan data Pustaka (library) yang data-datanya diperoleh dari lapangan 

(field). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

studi pustaka, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa 

Karangdawa sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara deskriptif analisis, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau 

penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian yang sedang dilakukan. (Bakar, 2021). 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Praktik pembagian waris dengan sistem sapikulan sagendongan di Desa Karangdawa 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 

Proses pembagian harta dari pewaris kepada ahli waris dikenal sebagai pewarisan. Proses 

pewarisan ini dapat terjadi ketika orang tua (pewaris) meninggal dunia atau masih hidup. Proses 

pewarisan dapat dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup ataupun setelah pewaris 

meninggal dunia jika masih ada harta yang belum diselesaikan.  

Dalam proses pembagian harta warisan, masyarakat di Indonesia tidak selamanya 

menggunakan sistem Hukum Islam, melainkan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu 

menggunakan Hukum Islam, Hukum Adat, dan juga Hukum Perdata. Dalam pembagian harta 

warisan menggunakan sistem Hukum Islam mempunyai ketentuan yaitu bagian laki-laki dan 

perempuan adalah 2:1. Tetapi, dalam pembagian harta warisan secara hukum adat 

pembagiannya disesuaikan sama adat masing-masing daerahnya.  

Salah satu daerah yang kental akan budaya warisan adatnya adalah masyarakat Jawa. 

Sistem pembagian harta warisan yang mendominasi budaya jawa ialah pembagian warisan yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya, 

pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan hukum adat dilakukan oleh pihak 

keluarga pewaris yang bersangkutan melalui jalur musyawarah mufakat. Dalam hal ini, keluarga 

tersebut mendiskusikan harta apa saja yang nantinya akan dikelola oleh masing-masing ahli 

warisnya. Biasanya yang menjadi harta pusaka di Desa Karangdawa berupa rumah, tanah 

kavling, dan sawah. 

Dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum adat ada berbagai sistem 

pembagiannya. Namun, masyarakat di Desa Karangdawa sebagian masyarakatnya membagi 

harta warisan setelah pewaris meninggal dunia yang biasanya menggunakan sistem pembagian 

harta warisan adat sapikulan sagendongan. Maksud dari istilah tersebut ialah dimana sapikulan 

mempunyai arti bagiannya dua (2) karena membawa beban di kanan dan kiri pundaknya. 

Sedangkan istilah sagendongan sendiri ialah bagainnya satu karena beban yang dibawa 

dipundak hanya satu (1), seperti halnya laki-laki yang memikul yaitu membawa 2 beban 

dipundaknya yaitu di kanan dan kirinya sedangkan perempuan membawa 1 beban yang ia 

gendong dipundaknya. Jadi, maksudnya adalah bagian waris anak laki-laki dan perempuan ialah 

dua banding satu (2:1). 
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Masyarakat di Desa Karangdawa mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian 

warisnya tidak menggunakan Hukum Islam melainkan menggunakan hukum adat. Salah satu 

faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam pembagian waris di Desa 

tersebut dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat Desa Karangdawa terkait pembagian 

harta warisan secara Syariat Islam, masyarakat Desa Karangdawa masih menjunjung tinggi 

prinsip kerukunan dan kekeluargaan.  

Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap sistem pembagian harta warisan adat sapikulan 

sagendongan di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 

Dalam Hukum Islam istilah Fikih Mawaris digunakan dalam pembagian warisan, yang 

mana lafaz Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata al-miirats dan bentuk Masdar dari kata 

warisa-yaritsu-irtsan-miiratsan yang memiliki arti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang 

lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. (Ali Ash-Shabuni, 1995).  

Fikih mawaris juga disebut dengan ilmu faraidh, lafaz faraidh merupakan bentuk jamak 

dari kata faridhah yang memiliki arti mafrudhah yang sama maknanya dengan muqaddarah 

yang artinya ialah bagian-bagian yang ketentuannya sudah ditentukan dengan jelas dalam Al-

Quran. (Syarifuddin, 2011). Lafaz faraid juga dapat disebut dengan taqdir/ketentuan Albaqarah: 

237, Al-Qathu/suatu ketetapan yang pasti annisa:7, dan pemberian/Atha. (Ma’shum Zein, 2019) 

Secara terminologi ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta 

warisan, tata cara perhitungan warisan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembagian 

harta warisan, dan pemahaman tentang bagian harta warisan yang wajib bagi para ahli waris. 

(Hakim, 2020). Warisan juga biasa disebut dengan harta pusaka. (Hasanudin, 2020). 

Endah Dwi Atmajati mendefinisikan waris dengan perpindahan hak kepemilikan dari 

orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. (Atmajati, 2019). Khairuddin 

mengartikan waris dengan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia setelah 

digunakan untuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, penunaian wasiat, serta 

pembagian harta bersama. (Khairuddin, 2020). Harta warisan berbeda dengan harta 

bersama/gono-gini, karena harta warisan merupakan harta yang didapatkan dari pewaris seperti 

keluarga, kerabat, orang tua yang telah meninggal dunia, sedangkan harta bersama ialah harta 

yang diperoleh suami-istri selama massa perkawinan secara bersama-sama. (Syarif et al., 2020) 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengartikan Hukum Kewarisan sebagai hukum 

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan serta siapa saja yang berhak 

mendapatkan harta peninggalan tersebut. (Nusantara, 2021) 

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris ialah hukum yang didalamnya membahas 

ketentuan-ketentuan terkait warisan yang meliputi siapa yang berhak mendapatkan harta serta 

bagian dari masing-masingnya. Hukum Islam telah merinci mengenai ketentuan-ketentuan bagi 

ahli waris, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. An-nisa: 11 yang berbunyi: 

 

دِكُمْ ا وْ  فِيْ   اٰللُّ  وْصِيْكُمُ يُ  ظِّ  مِثْلُ  لِلذَّك رِ  لَ  اثْن ت يْنِ  ف وْق   نِس اۤء   كُنَّ  ف اِنْ   ۚالَُْنْث ي يْنِ  ح   

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-

anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” 

(QS.An-nisa: 11) (Departemen Agama RI, 2020). 

Dalam ayat tersebut menegaskan dan merinci bagian masing-masing ahli waris yang 

berhak untuk menerimanya, syarat-syarat untuk mewarisi, dan  keadaan-keadaan yang 

melingkupi penerimaan bagian tertentu atau bagian yang sesuuai dengan ashobah. (Ali Ash-

Shabuni, 1995). 

Hukum Islam telah merumuskan peraturan yang adil dan teratur terkait dengan warisan. 

Hukum Islam juga mengatur hak perpindahan harta dari seseorang kepada ahli warisnya setelah 

kematiannya yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, yang didalamnya menjelaskan cara 

membagi harta di antara para ahli waris dan menetapkan hak kepemilikan laki-laki maupun 

perempuan terkait dengan warisan tersebut.  

Selain dijelaskan dalam Al-Qur’an, pembagian harta warisan juga dijelaskan dalam 
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Hadist Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari yang berbunyi: 

لََ رَجُلٍ ذكََرٍ  لِهَا فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَِِوح قُِوحا الحفَراَئِضَ بِِهَح  أَ لْح
“Berikanlah Faraidh (Bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya 

berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari).  

Sebelum membagi harta warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, pembagian harta 

warisan tidak dapat berlangsung tanpa adanya hal-hal tersebut, dan jika harus dipaksakan tanpa 

adanya syarat tersebut maka pembagiannya tidak sah.(Mokhamad Rohma Rozikin, 2015). Hal-

hal tersebut antara lain: apakah ada pewaris yang meninggal dunia, apakah ada ahli waris yang 

masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, dan apakah ada warisan dari pewaris. (Ali Ash-

Shabuni, 1995).  

Selain hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan, ada hal-hal lain 

juga yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan, hal tersebut antara lain: 

perbudakan, seseorang yang menjadi budak tidak berhak mewarisi apapun baik itu dari 

saudaranya maupun dari orang tuanya dikarekan hak budak sudah menjadi milik tuannya; 

pembunuhan, seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya seorang anak membunuh 

ayahnya maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut; 

perbedaan agama, seorang yang muslim tidak mewarisi apapun kepada saudaranya yang 

nonmuslim begitupun sebaliknya, namun hal tersebut bisa diganti dengan wasiat wajibah. (Ali 

Ash-Shabuni, 1995). 

Para ulama Fuqoha menyatakan bahwa sebelum harta dibagi, para ahli waris 

mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut dibagikan, yaitu 

antara lain: Biaya pengurusan jenazah; pelunasan hutang pewaris; dan penunaian wasiat, jika 

ada wasiat dari pewaris. (Ali Ash-Shabuni, 1995). Sedangkan kewajiban ahli waris sehubungan 

dengan harta warisan sebelum pembagian, yang terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum 

Islam meliputi: selesaikan hingga jenazah terkubur sempurna; melunasi utang dengan 

memberikan perawatan dan pengobatan, termasuk memenuhi kewajiban ahli waris dan penagih 

utang; selesaikan wasiat pewaris; pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah. 

(Nusantara, 2021). 

Meskipun ketentuan pembagian harta warisan sudah diatur dengan jelas oleh Syariat 

Islam, namun tidak sedikit masyarakat yang masih mempermasalahkan bagian warisan antar 

sesama saudaranya, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum mengetahui terkait 

ketentuan syariat waris Islam dengan baik juga dipengaruhi dengan budaya sekitar, 

kepercayaan, dan istiadat-istiadat yang berkembang di masyarakat tersebut.  Tidak sedikit 

konfik keluarga yang terjadi biasanya disebabkan karena masalah warisan. Hal tersebut tidak 

lepas dari keinginan para pihak untuk menguasai harta dengan bagian yang lebih banyak, 

dikarenakan naluri manusia memiliki keinginan yang kuat terhadap harta benda, (Wulani & 

Fahmi, 2022)orang sering kali akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta benda seperti 

yang digambarkan dalam firman Allah QS. Ali Imran: 14 yang berbunyi: 

مَةِ  ةِ  وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ  زُ يِِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

“Dijadikan indah pada manusia terhadap kecintaan kepada apa-apa yang diingi, yaitu: Wanita-

wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, Binatang-binantang 

ternak dan sawah ladang.” (QS.Ali-Imran: 14) (Departemen Agama RI, 2020). 

Sistem pembagian harta warisan tidak hanya diatur dalam hukum Islam, melainkan 

diatur juga di dalam hukum adat yang membahas masalah sistem warisan adat yang telah lama 

ada. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu dan tempat. menurut prinsip-prinsip 

yurisprudensi Islam, keutamaan harus sepadan dengan keadaan saat itu dan berdampak 

signifikan terhadap keberadaan suatu hukum.  

Hukum waris adat merupakan hukum adat yang didalamnya membahas mengenai 
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kewarisan yang meliputi asas-asas hukumnya, sistemnya, hartanya, pewarisnya, ahli warisnya, 

juga membahas mengenai cara pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. (N. Jauhari, 

n.d.). Hukum kewarisan adat mempunyai sifat dan ciri khas yang berbeda dengan Hukum Islam 

dan Hukum Perdata. Yang mana sifat waris adat yaitu mengutamakan kerukunan, perdamaian 

serta tolong menolong yang tinggi didalam pembagiannya. (Soetoto et al., 2021). Hukum adat 

yang berkembang di Masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang dijadikan pedoman 

hidup masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan. (Hamdani et al., 2022) 

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembagian harta warisan yang terjadi di Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tidak lepas dari ketentuan dan hukum adat 

yang terjadi di daerah tersebut. 

Pembagian waris dengan adat sapikulan sagendongan yang sudah berlangsung lama 

dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat Desa Karangdawa sudah sesuai dengan kaidah 

ayat mawaris yaitu QS. Annisa ayat 11,12, dan 176 yang berbunyi: 

دِكُمْ  فيِْ   اٰللُّ  وْصِيْكُمُ يُ  ظِّ  مِثْلُ  لِلذَّك رِ  ا وْلَ  ا ثلُثُ ا ف ل هُنَّ  اثْن ت يْنِ  ف وْق   نِس اۤء   كُنَّ  ف اِنْ   ۚث ي يْنِ الَْنُْ  ح  ك   م  انِْ   ۚت ر  احِد ة   ك ان   و  ا و  النِّصْفُ  ف ل ه     

يْهِ  لَِ ب و  احِد   لِكُلِّ  و  ا و  نْهُم  ا السُّدسُُ  مِّ ك   مِمَّ ل د   ل ه ك ان   انِْ  ت ر  ل د   ي كُنْلَّه لَّمْ  ف اِنْ   ۚو  رِث   و  و  هِ  ا ب و   هوَّ ة   ل ه ك ان   ف اِنْ   ۚالثُّلثُُ  ف لِِمُِّ اِخْو   

هِ  صِيَّة   ب عْدِ  مِنْ   السُّدسُُ  ف لِِمُِّ ا   يُّوْصِيْ  و  ب اۤؤُكُمْ    د يْن   ا وْ  بهِ  ا بْن اۤؤُكُمْۚ  ا  بُ  ا يُّه ت دْرُوْن لَ   و  ة     ن فْع ا ل كُمْ  ا قْر  ف رِيْض   

 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-

anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 

Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam 

dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya 

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) 

utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS.  An-Nisa: 11) (Departemen Agama RI, 

2020). 

Dengan adanya dalil waris diatas menyebutkan bahwa perbandingan pembagian harta 

warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1,  bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki 

adalah dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak laki-laki 

mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan, karena alasan 

tersebutlah sehingga laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan. 

Selain dijelaskan dalam Al-quran terkait besaran bagian laki-laki dan perempuan, 

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang 

tercantum dalam pasal 176, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagian laki-

laki dan perempuan adalah dua banding satu: 

“Anak perempuan bila hanya seorang ia akan mendapat separoh bagian, bila dua orang 

atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbandingsatu 

dengan anak perempuan.” (Nusantara, 2021) 

Dalam hal pembagian harta warisan, Al-Quran secara jelas merinci bagian masing-

masing ahli waris dalam qs. Annisa ayat 11, bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bagian anak 

laki-laki adalah 2 bagian sedangkan bagian anak perempuan adalah  bagian, selain dijelaskan 

dalam al-quran, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pembagian warisan laki-

laki dan perempuan, yaitu bagiannya dua banding satu (2:1). 

Pembagian warisan dengan sistem adat sapikulan sagendongan yang ada dalam istilah 

masyarakat Jawa terutama yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari mempunyai 

arti laki-laki mendapatkan bagian 2 bagian lebih besar dari bagian perempuan. Pembagian 

dengan cara tersebut yang sudah dilaksanakan secara turun temurun sudah sesuai dengan 
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Hukum Islam, yang terkandung dalam QS. An-nisa: 11,12, 176 dimana maksud yang 

terkandung dalam ayat mawaris adalah bagian laki-laki 2 bagian, dan perempuan 1 bagian. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa adat pembagian harta warisan sapikulan sagendongan yang diterapkan 

pada masyarakat di Desa Karangdawa sudah sesuai dengan kaidah fikih mawaris. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pembagian harta warisan yang dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat di Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah pembagian waris dengan 

adat sapikulan sagendongan. Dimana adat tersebut memiliki arti bahwa bagian laki-laki 

2 bagian, sedangkan bagian perempuan yaitu 1 bagian. Pembagian harta warisan dengan 

cara ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat keluarga. Pembagian dengan sistem 

tersebut didasarkan karena tanggungjawab anak laki-laki lebih besar daripada tanggung 

jawab anak perempuan. 

2. Pembagian warisan dengan adat sapikulan sagendongan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah sesuai 

dengan kaidah fikih Mawaris. Dimana kaidah fikih mawaris merinci terkait bagian-

bagian harta warisan yang tertuang dalam QS. An-nisa ayat 11 yaitu bagian laki-laki dan 

bagian perempuan adalah 2:1.  
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